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Abstract 
In 2016, PT Ramaldi Praja Sentosa, a company specializing in aircraft parts 
procurement and component repair, was rocked by a severe financial crisis. 
This crisis was triggered by the embezzlement of funds by one of its directors, 
leading to the company's inability to meet its financial obligations and 
ultimately filing for bankruptcy. The Central Jakarta Commercial Court 
rejected the petition due to the failure to meet the formal requirement of 
written consent from creditors as per the Supreme Court Circular Letter 
(Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA Number 2 of 2016. The Supreme 
Court then upheld this decision in cassation No. 196 K/Pdt.Sus-
Bankruptcy/2017. This analysis delves into the reasons for the rejection of the 
bankruptcy petition, based on the provisions in Law No.37 of 2004 regarding 
Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK-PKPU) and SEMA No.2/2016. It 
also underscores the implications of creditors' inactivity in providing consent 
to the bankruptcy mechanism. This case serves as a clear instance of the 
Supreme Court's overreach, as it issued SEMA with unnecessary guidance that 
is not in line with Law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of 
Payment. 
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PENDAHULUAN 

Kepailitan adalah salah satu instrumen penting dalam hukum bisnis yang bertujuan 
untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan cair 
(Arfan et al., 2023; Milendra, 2021). Di tanah air, hukum kepailitan diatur dalam UU nomor 
37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Hutang 
(UUK-PKPU) (Salihen & Suaidi, 2020). Di samping itu, MA sebagai lembaga peradilan 
tertinggi memiliki peran signifikan dalam memberikan putusan yang mengikat dan 
menjadi pedoman dalam praktik hukum kepailitan (Nurhidayah & Kirono, 2023). 

Salah satu putusan yang menarik perhatian adalah Putusan MA Nomor 
196K/PDT.SUS-PAILIT/2017. Putusan ini menjadi sorotan karena pertimbangan hukum 
yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan status kepailitan dari perusahaan terkait 
(Wardani & Aesthetika, 2023). Putusan ini juga menimbulkan kontroversi mengenai 
relevansi dan ketepatan aturan yang diatur oleh SEMA. SEMA kerap kali digunakan 
sebagai petunjuk bagi para hakim dalam memutuskan perkara, namun dalam kasus ini, 
muncul pertanyaan apakah SEMA telah mengatur hal-hal yang tidak semestinya (Azis & 
Purnomo, 2024). 
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Di satu sisi, MA berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan melalui 
putusan-putusannya. Di sisi lain, SEMA yang seharusnya memberikan pedoman justru 
dapat menjadi sumber ketidakpastian jika mengatur hal yang tidak sesuai atau 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Susilo & Myharto, 
2022); (EFENDI, 2023). Kontroversi ini memerlukan kajian lebih mendalam untuk 
mengidentifikasi apakah pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 196K/PDT.SUS-
PAILIT/2017 telah sesuai dengan prinsip hukum dan apakah SEMA relevan dalam 
kerangka hukum yang ada (Jennah & Emalia, 2023). 

Pada tahun 2016, PT. Ramaldi Praja Sentosa, sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam pengadaan suku cadang dan perbaikan komponen untuk pesawat HAWK MBAU, 
menghadapi masalah keuangan serius akibat tindakan penggelapan oleh salah satu 
direksinya, Ibu Michelle Palar. Penggelapan tersebut melibatkan penarikan dana sebesar 
Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan 
direksi lainnya, yang mengakibatkan perusahaan kehilangan sejumlah besar dana 
operasionalnya. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib, namun hingga kini, 
tersangka masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) (Raihanna & Atalim, 2021). 

Kejadian penggelapan tersebut memicu krisis likuiditas di PT. Ramaldi Praja 
Sentosa. Meskipun perusahaan berusaha bertahan dengan dukungan moral dari para 
pemegang saham dan direksi lainnya, delapan bulan setelah kejadian tersebut, perusahaan 
tetap mengalami kesulitan keuangan yang tak teratasi. Hutang-hutang kepada pihak 
ketiga, termasuk kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk. dan kreditor lainnya, tidak dapat 
dibayarkan. Keadaan ini semakin diperparah dengan jatuh temponya pembayaran hutang 
pokok dan bunga yang tertunggak terhadap bank pemberi pinjaman pada tanggal 20 
Oktober 2015 (Raihanna & Atalim, 2021).  

Menghadapi situasi ini, PT. Ramaldi Praja Sentosa merasa tidak mampu melanjutkan 
operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban finansialnya. Mengacu pada ketentuan 
dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, perusahaan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan 
tersebut diajukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang 
menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan 
pailit dengan putusan pengadilan (Wibisono, 2022). 

Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit PT. Ramaldi 
Praja Sentosa. Putusan ini didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengaturan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara 
Kepailitan dan PKPU, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditor. Dalam proses 
persidangan, kreditor tidak memberikan surat persetujuan atau jawaban tertulis yang 
diperlukan, sehingga permohonan pailit dianggap tidak memenuhi syarat formil (Husna & 
Wahjono, 2020). 

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, PT. Ramaldi Praja Sentosa 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam permohonan kasasinya, perusahaan 
menekankan bahwa mereka telah berusaha untuk memenuhi persyaratan dengan 
memberikan surat persetujuan kepada para kreditor, namun tidak mendapat tanggapan. 
Meski demikian, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga dan 
menolak permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa. Hakim Mahkamah Agung menilai 
bahwa syarat formil untuk mengajukan permohonan pailit tidak terpenuhi karena tidak 
adanya persetujuan kreditur, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima. 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap putusan 
Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, apakah 
putusan tersebut sudah diambil dengan mempertimbangka aturan dan ketentuan hukum 
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yang tepat. Kasus PT. Ramaldi Praja Sentosa menjadi contoh nyata bagaimana 
ketidaklengkapan syarat formil tambahan yang tidak perlu ada, yang diatur dalam suatu 
Surat Edaran Mahkamah Agung ternyata dapat menjadi penghalang dalam upaya 
memperoleh keadilan bagi Pemohon Pailit dalam perkara tersebut. 
 
METODE 

Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengambilan data yaitu studi Pustaka (Firman, 2018); (Suyitno, 2021); (junaid, 2018). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbang hukum hakim Mahkamah agung 
dalam putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan pernyataan 
pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor. Penelitian ini juga menggunakan metode 
yuridis nurmatif yang digunakan untuk menganalisa mengenai data yang telah 
dikumpulkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi 
dasar hukum yang mendasari putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak 
permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Identitas Para Pihak Dalam Putusan No. 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 

1. Debitor 
PT RAMALDI PRAJA SENTOSA, yang diwakili oleh Direksi Perseroan PT 
Ramaldi Praja Sentosa, Raditya Amaldi, berkedudukan di Ruko Golden Florencia AA 
32, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240; Dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Bayu Rizal, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, 
beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City 
Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016. 

2. Kreditor 
a) PT Bank BNI (Persero) Tbk; Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Senen, Jakarta 

10330 
b) TNI AU (MBAU) Jalan Cilangkap, Jakarta Timur 
c) S’Net Jalan KH. Mas Mansyur, Menara Batavia Lantai 12 

3. Kurator 
Tafrizal H. Gewang, S.H., M.H., dengan Nomor Izin AHU.AH.04.03.09 tanggal 16 
Februari 2016, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan 
Seribu, BSD City Tangerang 15322. 

 
B. Putusan Pengadilan Kasasi 

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 
terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
49/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016. Mahkamah Agung 
berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 
setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2015 
dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan 
sebagai berikut: 
▪ Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2016 ditentukan antara lain syarat formil 

permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor harus ada Persetujuan 
dari Kreditor mengenai pengusulan calon Kurator yang diajukan oleh Debitor, dan 
dalam perkara a quo ternyata tidak dilengkapi dengan surat persetujuan dari 
Kreditor mengenai nama calon Kurator yang diusulkan Debitor yaitu Tafrizal H. 
Gewang, S.H., M.H., oleh karena itu dalam permohonan pernyataan pailit a quo tidak 
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terwujud adanya asas keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor 
sehingga tidak memenuhi syarat formil. 

▪ Bahwa ditolaknya permohonan pailit a quo telah sesuai hukum; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/PN 
Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan 
dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang 
diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMALDI PRAJA SENTOSA tersebut harus ditolak. 
 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, 
Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 
ini; Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta 
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

 
Mengadili: 
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT RAMALDI PRAJA SENTOSA 

tersebut;  
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 

 
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu tanggal 22 

Februari 2017 oleh Soltoni Modally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh 
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan 
Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., 
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. 

 
C. Analisis Pertimbangan Hakim atas “Permohonan Ditolak” 

Permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Ramaldi Praja Sentosa ditolak oleh 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. 
Penolakan ini didasarkan pada syarat-syarat formil yang diatur dalam hukum dan 
mekanisme kepailitan di Indonesia. Untuk memahami secara mendetail alasan di balik 
penolakan tersebut, analisis ini akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan 
dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-
PKPU), serta aturan tambahan yang diatur oleh Mahkamah Agung. 
1. Syarat Formal Permohonan Pailit 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, syarat formal untuk mengajukan 
permohonan pailit adalah (Ekawahju Kasih, 2014); (Manullang, 2019): 
▪ Debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor.  
▪ Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih. 
 

Selain syarat di atas, terdapat juga ketentuan tambahan yang diatur oleh 
Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pengaturan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara 
Kepailitan dan PKPU. SEMA ini mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditor 
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terkait pengangkatan kurator dalam proses kepailitan (Raihanna & Atalim, 2021); 
(Zam, 2022). 

2. Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2016 
SEMA Nomor 2 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam proses penanganan 

perkara kepailitan, harus ada efisiensi dan transparansi yang dapat memberikan 
perlindungan kepada kepentingan kreditur maupun debitur. Salah satu ketentuan 
penting dalam SEMA ini adalah persetujuan dari kreditor terhadap pengangkatan 
kurator yang akan menangani harta pailit (Aris, 2020); (Hamida et al., 2022). 

3. Proses Persidangan dan Fakta Hukum 
Selama proses persidangan, PT. Ramaldi Praja Sentosa mengajukan surat 

persetujuan kepada para kreditornya, yaitu PT Bank BNI (Persero) Tbk, TNI AU 
(MBAU), dan S’Net. Namun, para kreditor tidak memberikan tanggapan tertulis atau 
persetujuan resmi terhadap pengangkatan kurator yang diusulkan oleh debitur. 
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa tanpa adanya 
persetujuan tertulis dari kreditor, permohonan pailit tidak memenuhi syarat formil 
yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 (Sidik et al., 2024). 

4. Kedudukan SEMA terhadap Undang-Undang 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan undang-undang. SEMA merupakan aturan internal yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur dan memberikan petunjuk 
teknis mengenai pelaksanaan tugas-tugas peradilan (Tuseno & Siregar, 2024). 
Sebaliknya, undang-undang adalah produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan 
memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena mengatur hal-hal yang bersifat 
umum dan mengikat secara luas. Meskipun kedudukannya di bawah undang-
undang, dalam praktiknya SEMA tetap efektif dalam penerapannya karena beberapa 
alasan (Hanum, 2020). 

Pertama, SEMA memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dan detail 
kepada para hakim dan aparat peradilan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, 
sehingga membantu memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai 
kasus. Kedua, SEMA sering kali berfungsi sebagai pelengkap terhadap undang-
undang yang mungkin tidak menjelaskan secara detail prosedur teknis tertentu, 
sehingga membantu menjembatani kekurangan atau kekosongan hukum yang 
mungkin ada dalam undang-undang. Ketiga, hakim sering kali merujuk pada SEMA 
untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar dan efisien, yang 
penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Keempat, SEMA 
membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien (TAN, 2022). Pada 
kasus PT. Ramaldi Praja Sentosa yang ditolak permohonan pailitnya, dalam 
pertimbangan hukumnya dikatakan karena karena tidak memenuhi syarat formil 
sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2016, menunjukkan bahwa SEMA ternyata 
berperan penting dalam menentukan prosedur yang harus diikuti dalam kasus-
kasus kepailitan. 

Pada mulanya SEMA seperti Nomor 2 Tahun 2016, seperti halnya SEMA lainnya 
dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 
penanganan perkara, membantu memastikan bahwa proses peradilan berjalan 
secara adil dan dapat diandalkan oleh semua pihak yang terlibat (Indradewi & 
Achmad, 2021). Dengan demikian, meskipun kedudukannya di bawah undang-
undang, SEMA tetap memiliki peran penting dan efektif dalam praktik hukum di 
Indonesia, terutama dalam memberikan panduan teknis dan memastikan proses 
peradilan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku 
(Novandi, 2024). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, SEMA bersifat mengikat para hakim dalam 
pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Meskipun SEMA memiliki kedudukan yang lebih 
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rendah dibandingkan dengan undang-undang, SEMA memberikan panduan teknis 
yang spesifik dan detail kepada para hakim dan aparat peradilan. Hal ini penting 
untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai kasus dan 
menjaga integritas serta kredibilitas sistem peradilan. Hakim sering kali merujuk 
pada SEMA untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar dan 
efisien. Oleh karena itu, SEMA berfungsi sebagai aturan yang mengikat dalam 
konteks teknis dan prosedural, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang 
setara dengan undang-undang. 

5. Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit dengan alasan tidak 

terpenuhinya syarat formil berupa persetujuan kreditor. Putusan ini kemudian 
dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 196/K/Pdt.Sus-
Pailit/2017. Mahkamah Agung menyatakan bahwa persetujuan tertulis dari kreditor 
adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan tanpa adanya persetujuan tersebut, 
permohonan pailit tidak dapat diterima (Situmorang et al., 2023). 

6. Analisis Hukum dan Mekanisme Kepailitan 
Penolakan permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa didasarkan pada 

prinsip-prinsip hukum kepailitan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses 
kepailitan berjalan secara adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam 
hal ini, ketentuan mengenai persetujuan kreditor adalah untuk memastikan bahwa 
para kreditor setuju dengan penunjukan kurator yang akan mengelola harta pailit 
dan untuk menghindari potensi konflik atau ketidakadilan dalam proses 
pemberesan harta pailit. 

Ketentuan ini juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak kreditor 
dalam proses kepailitan. SEMA tersebut pada awalnya beranggapan bahwa dengan 
adanya persetujuan tertulis dari kreditor, diharapkan kurator yang ditunjuk dapat 
bekerja secara efektif dan dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Namun, 
di sisi lain, ternyata ketentuan ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem 
kepailitan manakala kreditor tidak memberikan tanggapan yang jelas (Kurniawan et 
al., 2021), seperti yang terjadi dalam kasus PT. Ramaldi Praja Sentosa. Kreditor yang 
tidak pernah memberikan pernyataan persetujuan tertulis ini telah menyebabkan 
debitur yang sudah dalam kesulitan keuangan semakin sulit untuk mendapatkan 
solusi melalui mekanisme kepailitan.  

Berdasarkan UUK-PKPU, persetujuan kreditor untuk penunjukan calon kurator 
bukan tidak pernah diatur sama sekali. Penunjukan kurator adalah mutlak 
kewenangan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim tidak terikat dengan usulan debitor 
maupun kreditor, maupun persetujuan kreditor atau pihak manapun juga. Disinilah 
independensi hakim diuji. Dalam hampir semua kasus, persyaratan yang ditentukan 
dalam SEMA No.2/2016 tersebut hampir tidak pernah dipergunakan, yang 
membawa akibat hukum bahwa permohonan pailit dapat dikabulkan meskipun 
tidak ada persetujuan dari kreditor terhadap usulan kurator yang diajukan debitor 
(Syamra, 2024). 

Contoh Putusan Pailit yang Mengabulkan Permohonan Debitor Tanpa 
persetujuan Kreditor terhadap usulan penunjukan calon kurator: 
a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Pailit/2015. 
b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-Pailit/2016. 
c. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.Sus-Pailit/2014. 
d. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2013. 
e. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 

51/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst; 
f. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pailit/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst. 

 



 

 

146 
 

D. Analis SEMA Tidak Perlu Memberikan Peraturan Yang Berlebih  
Berdasarkan analisis terhadap kasus penolakan permohonan pailit PT. Ramaldi 

Praja Sentosa, terdapat beberapa poin penting yang dapat dieksplorasi lebih lanjut 
dalam konteks pernyataan "Intinya adalah SEMA tidak perlu memberikan pengaturan 
yang berlebih untuk hak-hal yg tdk diatur dan sdh jelas aturannya dalam UU": 
1. Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang sebagai Norma Hukum Tertinggi: Undang-Undang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah sumber hukum 
utama yang mengatur mekanisme dan prosedur kepailitan di Indonesia (EFENDI, 
2023). Sebagai produk legislatif, UU memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi 
dibandingkan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. 

SEMA sebagai Panduan Teknis: SEMA, dalam hal ini SEMA Nomor 2 Tahun 
2016, berfungsi sebagai panduan teknis bagi para hakim dan aparat peradilan untuk 
menjalankan tugas-tugas mereka, namun, SEMA tidak boleh bertentangan atau 
memberikan aturan yang berlebihan jika hal tersebut sudah diatur dengan jelas 
dalam UU (Jennah & Emalia, 2023).  

2. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penanganan Kepailitan 
Prinsip Transparansi dan Efisiensi: SEMA Nomor 2 Tahun 2016 

mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penanganan perkara kepailitan. 
Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik kreditor 
maupun debitor, diperlakukan secara adil (PA et al., 2023). 

Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor: Salah satu ketentuan dalam 
SEMA ini adalah perlunya persetujuan kreditor terhadap usulan pengangkatan 
kurator. Tujuan utama adalah untuk melindungi kepentingan kreditor dan 
memastikan kurator yang ditunjuk dapat bekerja secara efektif, namun ternyata 
menjadi ketidakadilan bagi Debitor Pemohon Pailit (Salmawati & Alim, 2022). 

3. Analisis Terhadap Persetujusn Kreditor 
Ketidakwajiban Persetujuan Kreditor dalam UU: Berdasarkan UUK-PKPU, 

persetujuan kreditor terhadap penunjukan kurator tidak pernah diatur sebagai 
syarat dalam permohonan pailit. Penunjukan kurator adalah kewenangan Majelis 
Hakim, yang dapat menunjuk kurator tanpa harus terikat dengan usulan debitor 
maupun kreditor (Sitanggang, 2023). 

Implikasi dari SEMA yang Berlebihan: SEMA Nomor 2 Tahun 2016 yang 
mensyaratkan persetujuan tertulis dari kreditor dapat dianggap sebagai pengaturan 
yang berlebihan. Hal ini karena UU sudah mengatur mekanisme penunjukan kurator 
oleh hakim, sehingga tidak perlu ada tambahan syarat dari SEMA yang berpotensi 
menghambat proses kepailitan (Ikhwan & Jamal, 2021). 

4. Konsekuensi Hukum dari Putusan Pengadilan 
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung: Kedua 

pengadilan ini menolak permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa karena tidak 
adanya persetujuan tertulis dari kreditor. Ini menunjukkan bahwa SEMA dijadikan 
acuan dalam penilaian syarat formil permohonan pailit. 

Potensi Ketidakadilan: Mengacu pada ketentuan SEMA yang tidak diatur dalam 
UU dapat mengakibatkan ketidakadilan, terutama jika kreditor tidak memberikan 
tanggapan. Ini membuat debitor yang berada dalam kesulitan keuangan semakin 
sulit untuk mendapatkan solusi melalui mekanisme kepailitan (Priyono et al., 2022). 

5. Saran dan Rekomendasi 
Harmonisasi Antara SEMA dan UU: Penting untuk memastikan bahwa SEMA 

tidak memberikan pengaturan yang bertentangan atau berlebihan terhadap hal-hal 
yang sudah diatur secara jelas dalam UU. Harmonisasi antara SEMA dan UU harus 
dijaga untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan efisien (Manap, 2022). 

Pengkajian Ulang Ketentuan SEMA: Perlu ada pengkajian ulang terhadap 
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ketentuan SEMA, khususnya yang mensyaratkan persetujuan kreditor untuk 
penunjukan kurator. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi 
hambatan dalam proses kepailitan (Silitonga, 2024). 

 
KESIMPULAN  

Penolakan permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa oleh Pengadilan Niaga 
Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung didasarkan pada ketidaklengkapan syarat formil 
berupa persetujuan tertulis dari kreditor terhadap pengangkatan kurator. Ketentuan ini 
diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 dan bertujuan untuk memastikan transparansi 
dan efisiensi dalam proses kepailitan, serta perlindungan hak-hak kreditor. Meskipun 
demikian, kasus ini juga menunjukkan bahwa ketidakaktifan kreditor dalam memberikan 
persetujuan dapat menjadi penghalang bagi debitur yang membutuhkan penyelesaian 
melalui mekanisme kepailitan. Selain itu, UUK-PKPU tidak mensyaratkan persetujuan 
kreditor untuk memohonkan calon kurator. Penunjukan kurator adalah kewenangan 
Majelis Hakim, dan Majelis Hakim tidak terikat dengan usulan debitor maupun kreditor. 
Dengan demikian pada prinsipnya SEMA tersebut tidak perlu memberikan pengaturan 
yang berlebih untuk hak-hal yang tidak diatur. Hal ini dikarenakan aturan telah tertulis 
jelas dalam Undang-Undang. Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, SEMA harus 
berfungsi sebagai panduan teknis yang membantu implementasi UU, bukan menambah 
syarat atau ketentuan yang sudah diatur jelas dalam UU. Persetujuan kreditor terhadap 
usulan pengangkatan kurator, yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016, sebaiknya 
tidak dijadikan syarat mutlak atau dihapuskan karena hal tersebut tidak diatur sama 
sekali dalam UUK-PKPU. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian dan harmonisasi antara 
SEMA dan UU untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses kepailitan. 
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